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PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA 
 

NOMOR : 2 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014-2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR MALUKU UTARA, 

 
Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,  Pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah 

Provinsi Maluku Utara memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka 

Menengah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-

2025, maka Maluku Utara telah melewati 2 tahapan Pembangunan Jangka 

Menengah yaitu tahapan pertama tahun 2002-2007 dan tahapan kedua tahun 

2008-2013; 

c. bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan di daerah maka perlu 

ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahapan ketiga 

Tahun 2014-2019; 

d. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf b, c, d dan huruf e Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

ditetapkan  dengan Peraturan Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-

2019; 
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Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku 

Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3895);  

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851);  

4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);  

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);  

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438);  

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700);  

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
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11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5059); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan per 

undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 

16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);  

27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara  Tahun 

2005-2025;   

28. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah 

Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 5); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 – 2033 

(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2).  

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI MALUKU UTARA 

 
dan 

 
GUBERNUR MALUKU UTARA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA 
TAHUN 2014-2019. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
     Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda 

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara.  

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia.  

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun.  

10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

RENSTRA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah 

Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA 

SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun.  

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. 

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi.  
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15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi.  

16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah 

Daerah untuk mencapai tujuan.  

17. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.  

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang 

adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan daerah. 
 

Pasal 2 
 

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif 

dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan 

sesuai dengan kondisi dalam masyarakat Maluku Utara. 
 

Pasal 3 
 

(1) Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk menjadi pedoman bagi seluruh 

komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam 

mewujudkan cita-cita masyarakat Provinsi Maluku Utara. Sesuai dengan visi, 

misi dan program pembangunan Gubernur terpilih. 
 

(2) Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:  

a. Sebagai acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama periode 2014-2019; 
b. Tolak ukur keberhasilan penyelanggaraan pemerintahan daerah dibawah 

kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur;  
c. Tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala SKPD dalam melaksanakan 

pembangunan  sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung 

jawab dalam upaya mewujudkan, visi, misi dan program kepala daerah;  
d. Pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan 

pembangunan di wilayah Provinsi Maluku Utara; 
e. Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan 

penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang 

ditetapkan dalam Perda RPJMD. 
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BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
 

Pasal 4 
 

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang 

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan 

umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat 

daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka 

regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif. 
 

Pasal 5 
(1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu Maluku Utara 

CINTA 2019. 
 

(2) Misi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 5 Misi 

Pembangunan yaitu : 
 

a. Membangun Masyarakat Maluku Utara yang memiliki kualitas hidup baik 

untuk dapat bekerja secara mandiri (Misi Cerdas); 

b. Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan 

ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi 

melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan (Misi 

Indah); 

c. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pengembangan 

ekonomi wilayah (Misi Nikmat); 

d. Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi 

bagi kebangkitan di seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara (Misi 

Taqwa); 

e. Memperbaiki Tatakelola Pemerintahan Maluku Utara untuk mewujudkan 

pemerintahan yang bersih, melayani dan berwibawa (Misi Aman). 
 

(3) 5 agenda pembangunan prioritas tahun 2014 -2019, yaitu: 
 

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan); 

b. Pembangunan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan; 
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c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur berbasis tata ruang; 

d. Membangun Kehidupan Beragama dan Berbudaya; 

e. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. 
  

(4) Dokumen RPJMD disusun dengan sistimatika sebagai berikut : 
 

 

BAB     I.  Pendahuluan; 

BAB    II.  Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

  BAB   III.  Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka   

Pendanaan; 

BAB  IV.   Analisis Isu-Isu Strategis;  

BAB   V.  Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 

BAB  VI.  Strategi dan Arah Kebijakan; 

BAB VII.  Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; 

BAB VIII. Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan 

BAB  IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah; 

BAB  X.  Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; 

BAB XI.  Penutup.  
 

(5) Isi beserta uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

BAB III 
PELAKSANAAN 

 

Pasal 6 
 

(1) RPJMD dilaksanakan oleh gubernur, seluruh SKPD, pemerintah Kabupaten/Kota 

dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. 

(2) RPJMD wajib dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, 

partisipatif dan penuh tanggung jawab. 

(3) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah 

Kabupaten/Kota serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban 

melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. 
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Pasal 7 
 

(1) RPJMD dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) mulai tahun 2015 hingga 2019. 
 

(2) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, berkewajiban menyusun 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang 

memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selanjutnya menjadi pedoman 

dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-

SKPD). 
 

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota harus 

mengacu pada RPJMD Provinsi  Maluku Utara Tahun 2014-2019.  
 

(4) SKPD Provinsi berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan 

Renstra SKPD. 
 

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD 

Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2014-2019. 
 

Pasal 8 
 

(1) 5 (lima) Agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan dalam  

RPJMD baik mengenai aspek program maupun wilayah hanya mempunyai 

implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, 

baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap 

peniadaan program maupun wilayah non prioritas. 
 

(2) Program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak 

berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja tetapi lebih pada logika alur 

berpikir mengenai skala prioritas penting sebuah program beserta kegiatan 

pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan. 
 
 

Pasal 9 
 

Sebelum ditetapkan RPJMD Tahun 2019-2024, penyusunan RKPD Tahun 2020 

berpedoman pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Maluku Utara sesuai dengan periode 

berkenan. 
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BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Bagian Kesatu 
Pengendalian 

 

Pasal 10 
 

(1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan 

daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.  

(2) Pengendalian oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala 

Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh 

Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya.  

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, 

supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar 

program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.  

(4) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJM 

Daerah kepada Gubernur. 
 

Pasal 11 
 

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi pengendalian 

terhadap : 
 

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan 

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 
 

Pasal 12 
 

(1) Pengendalian oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda 

untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD 

untuk Program dan/atau Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

(2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut 

penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai 

dengan kebijakan pembangunan daerah.  

(3) Pemantauan Program dan/atau Kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala 

yang dihadapi.  
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(4) Hasil pemantauan pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk Laporan Triwulan untuk 

disampaikan kepada Bappeda.  

(5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervise pembangunan 

kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang 

diperlukan. 
 

Bagian Kedua 
Evaluasi 

 

Pasal 13 
 

Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup 

provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. 
 

Pasal 14 
 

Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 
 

Pasal 15 
 

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 meliputi evaluasi terhadap: 

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan 

c. hasil rencana pembangunan daerah. 
 

Pasal 16 
 

(1) Evaluasi oleh gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk 

keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk 

capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.  
 

(2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi : 

a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana 

pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

daerah; dan  

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam 

rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. 
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(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan 

bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. 
 

Pasal 17 
 

Gubernur berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat. 

 
BAB V 

PENYEBARLUASAN RPJMD 
 

Pasal 18 
 

Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 

kepada masyarakat. 
 

BAB VI 
PERUBAHAN RPJMD 

 

Pasal 19 
 

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila : 

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan 

tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana 

Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri; 

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 

dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;  

c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau 

d. Merugikan kepentingan nasional. 

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis 

ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, 

atau perubahan kebijakan nasional. 

(3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. 
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Pasal 20 
 

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
 
 

Pasal 21 
 

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang 

tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka 

menengah, penetapan Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22 
 

RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib 

disesuaikan dengan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan 

Daerah ini diundangkan. 

 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku 

Utara. 
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Ditetapkan di Sofifi 
pada tanggal 10 Februari 2015 

 
GUBERNUR MALUKU UTARA, 

 
 
 

 
      ABDUL GANI KASUBA 

 
Diundangkan di Sofifi 
pada tanggal 10 Februari 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH 

         PROVINSI MALUKU UTARA, 

 
 
 

              A.MADJID HUSEN 
 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 NOMOR : 2 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  

NOMOR : (2/2015) 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA 

 
NOMOR 2 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014 – 2019 
 

I. UMUM : 
 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menegaskan 4 

(empat) tahapan dalam perencanaan, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) 

penetapan rencana; (3) pengendalian, dan; (4) evaluasi rencana. Keempat 

tahap tersebut merupakan suatu kesatuan dalam tata cara Perencanaan 

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara 

negara, masyarakat maupun swasta. Tahapan penyusunan rencana 

dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana yang terarah dan terpadu 

serta berkesinambungan dengan tetap mengedepankan keselarasan dan 

keseimbangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
 

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 18 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai 

wujud dari adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah ke daerah-daerah 

Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka desentralisasi telah memberi peluang dan 

tantangan tersendiri untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi 

yang dimiliki tanpa menghilangkan makna kekhasan daerah. 
 

Agar pelaksanaan desentralisasi dapat menuju kearah pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan, maka perlu disusun perencanaan operasional yang dapat 

dijadikan pedoman sekaligus acuan penyelenggaraan Desentralisasi yang 

dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, maka 

mekanisme perencanaan pembangunan daerah tidak terpisahkan dari “sistem 
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perencanaan pembangunan nasional”, yang mencakup; pendekatan politik, 

teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up. 
 

Melalui pola pendistribusian wewenang Pemerintahan dari Pemerintah kepada 

Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka telah dilaksanakan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara 

periode 2005-2025 sebagai suatu perencanaan jangka panjang daerah yang 

merupakan keberlanjutan dari rencana sebelumnya dan telah dilalui dalam 

tahapan pertama tahun 2002-2007 yang menggambarkan kondisi aktual dalam 

konteks kewilayahan beserta seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat 

daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta adanya dukungan masyarakat dan 

lembaga swasta (LSM lokal maupun internasional). 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut 

RPJM Daerah periode 2014-2019 memuat arah kebijakan keuangan daerah, 

strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja 

perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program 

kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi 

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yaitu fungsi informasi tentang 

sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang akan 

ditimbulkan di dalam dokumen RPJM Daerah. 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara 

Tahun 2014-2019 memuat : 
 

Visi, yaitu “Maluku Utara CINTA 2019”. 
 

Kata CINTA yang terkandung dalam visi ini singkatan dari rangkaian kata 

Cerdas, Indah, Nikmat, Taqwa dan Aman, sebagai tujuan yang ingin dicapai. 

Adapun makna hakikat CINTA berarti cinta kepada negeri Maluku Utara dan 

rakyatnya dengan sepenuh hati, sehingga menjadi pembangkit energi yang 

besar untuk membawa Provinsi Maluku Utara mencapai tujuan.  
 

Misi yaitu; 1) Membangun Maluku Utara Cerdas mengandung arti mewujudkan 

sumberdaya manusia yang berkualitas, unggul, amanah dan berdaya saing 

melalui pendidikan dan kesehatan; 2) Membangun Maluku Utara Indah 

mengandung arti mewujudkan keseimbangan dan stabilitas pembangunan 
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melalui distribusi sumberdaya secara adil dan merata; 3) Membangun Maluku 

Utara Nikmat mengandung arti mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar, mendorong pertumbuhan dan perkembangan 

wilayah serta integrasi wilayah kepulauan; 4) Membangun Maluku Utara Taqwa 

mengandung arti mewujudkan kehidupan masyarakat Maluku Utara yang 

beragama, beradab, berbudaya dan bermartabat; 5) Membangun Maluku Utara 

Aman mengandung arti mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih, berwibawa dan melayani. 
 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Maluku Utara Tahun 2014-2019 adalah pelaksanaan tahap ketiga dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025  sebagaimana telah 

Ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 

2008. 
 

Oleh karena itu dalam menentukan arah, tujuan dan sasaran dan target yang 

ingin dicapai dalam RPJP Daerah, maka dalam penyusunan RPJMD Provinsi 

Maluku Utara Tahun 2014-2019 telah dilakukan evaluasi terhadap rencana 

sebelumnya sesuai yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2009-2013 dan 

RENSTRA 2009-2013. 
 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 
Pasal 2 

Cukup jelas. 
 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
 
Pasal 6 
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Cukup jelas. 
 
Pasal 7 

Cukup jelas. 
 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
 
Pasal 11 

Cukup jelas. 
 
Pasal 12 

Cukup jelas. 
 
Pasal 13 

Cukup jelas. 
 
Pasal 14 

Cukup jelas. 
 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN 2015 NOMOR 2 


